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RINGKASAN 

 

Judul penelitian disertasi ini adalah “Pembatasan Permohonan Pembatalan 

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan” yang dilatarbelakangi 

adanya ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang yang memuat ambang 

batas selisih suara sebesar 0,5% - 2% sesuai dengan jumlah penduduk di daerah 

yang bersangkutan sebagai syarat formil peserta pemilihan kepala daerah yang akan 

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke 

Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuknya Badan Peradilan Khusus. 

Kehadiran norma ambang batas selisih suara telah menimbulkan 

problematika, di satu sisi pengaturan tersebut dipandang positif agar peserta Pilkada 

tidak serta merta mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada dengan 

perolehan suara yang tidak signifikan sekaligus dapat memangkas jumlah perkara 

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain adanya ketentuan 

tersebut memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara peserta Pilkada 

yang memenuhi ambang batas dan yang tidak memenuhi ambang batas serta 

menghalangi terwujudnya keadilan substantif yang seharusnya dihadirkan dalam 

peradilan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.  

Dalam penyelesaian perselisihan Pilkada serentak Gelombang I, Mahkamah 

Konstitusi menerapkan secara ketat Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga 

87% permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam penyelesaian 

perselisihan hasil Pilkada serentak gelombang berikutnya, Mahkamah Konstitusi 

melonggar dengan melakukan penundaan dan menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 

Nomor 10 Tahun 2016 karena terdapat bukti pelaksanaan Pilkada tidak sesuai 

dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sikap 

Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan walaupun Pemohon tidak 

memiliki legal standing telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertolak 

belakang dengan salah satu karakter negara hukum yaitu prinsip kepastian hukum.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan dua permasalahan 

sebagai berikut: (1) Apakah rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil 

pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016? (2) 

Bagaimanakah konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala 

daerah dalam perspektif keadilan?. Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah: (1) 

Untuk menganalisis dan menemukan rasio legis pembatasan permohonan 

pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 

2016. (2) Untuk menganalisis dan menemukan konsep pembatasan permohonan 

pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan. Teori yang 
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relevan digunakan sebagai pisau analisis dengan rumusan masalah tersebut meliputi: 

Teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia, dan Teori 

Keadilan. Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan 

untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai 

preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu: konsep pembatasan 

permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan. 

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) jenis pendekatan, antara lain: pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach).  

Berdasarkan analisis rumusan masalah pertama dalam perspektif teori Negara 

Hukum diperoleh hasil sebagai berikut: Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam 

praktiknya tidak sejalan prinsip perlindungan hukum dan terjaminnya kepastian 

hukum. Adanya ketentuan ambang batas selisih suara mengakibatkan peserta 

Pilkada yang dirugikan secara konstitusional tidak mendapatkan perlindungan 

hukum untuk mencari keadilan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selain 

itu, dikesampingkannya norma ambang batas dalam beberapa perkara perselisihan 

hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberadaan ketentuan 

tersebut tidak berkepastian hukum. Menurut Scheltema salah satu ciri dari negara 

hukum adalah berlakunya asas kepastian hukum. Hukum memiliki tugas 

menciptakan kepastian karena bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam 

masyarakat. Kepastian hukum tidak saja terwujud dalam norma-norma hukum 

tertulis, namun lebih jauh dalam penerapannya tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda-beda. Berdasarakan teori Hak Asasi Manusia (HAM), pemberlakuan norma 

ambang batas selisih suara tidak mencerminkan prinsip HAM yang dikandung 

dalam Pasal  28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni jaminan bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, dalam perpektif teori 

Demokrasi, bahwa Pilkada langsung di Indonesia merupakan perwujudan demokrasi 

karena sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu, Pilkada 

harus diselenggarakan secara demokratis yaitu berlandaskan pada asas Luber dan 

Jurdil. Namun, sebagai  suatu kontestasi perebutan jabatan politik, diniscayakan 

terjadinya pelanggaran terhadap prinsip dan asas Pilkada yang luber dan jurdil. 

Keberadaan norma ambang batas selisih suara berpotensi mendorong peserta Pilkada 

memperbesar selisih suara (di atas ambang batas) dengan segala cara agar tidak 

dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pelaksanaan 

Pilkada tidak selaras dengan kaidah-kaidah demokrasi dan asas Pilkada yang luber 

dan jurdil.  
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Selanjutnya, dari analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam perspektif 

teori Keadilan: Sistem penyelesaian perselisihan hasil Pilkada harus menyediakan 

sarana untuk memberikan perlindungan dan menjamin setiap peserta Pilkada 

mendapatkan keadilan. Tatkala harus diberikan pembatasan dalam mengajukan 

permohonan pembatalan hasil Pilkada, pembatasan tersebut harus didasarkan pada 

prinsip keadilan. Artinya, pembatasan tidak harus disamaratakan ketika terdapat 

kondisi yang berbeda.  Secara teoritik, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan 

Pancasila yang menghendaki hak setiap individu dilindungi dan wajib dihormati 

setiap orang dan pada saat yang sama, hak-hak individu tersebut tunduk pada 

pembatasan-pembatasan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang hidup 

dalam sebuah negara dengan satu sistem nilai tertentu yang dianut secara bersama. 

Selain itu, John Rawls menekankan bahwa pembatasan memang dapat 

mengakibatkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, namun ketidaksamaan ini 

diperbolehkan apabila hal itu penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok 

yang kurang beruntung. Konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil 

pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan adalah: pertama, pembatasan 

kepada peserta Pilkada yang mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada 

dengan persentase selisih suara yang ditentukan. Kedua, memberikan pengecualian 

atau pengkhususan terhadap pemberlakuan pembatasan permohonan dalam kondisi 

tertentu. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai 

berikut: (1) bahwa rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan 

kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah untuk menjamin 

kepastian hukum, membatasi besarnya jumlah permohonan pembatalan hasil 

Pilkada, dan menjaga agar perkara-perkara yang diajukan merupakan perkara yang 

memiliki signifikansi dengan keterpilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. (2) Konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan 

kepala daerah dalam perspektif keadilan, yaitu: pertama, menerapkan ambang batas 

selisih suara sebesar 1,5% - 3% berdasarkan jumlah pemilih kepada peserta 

Pemilihan sebagai syarat formil mengajukan permohonan pembatalan hasil 

pemilihan kepala daerah. Kedua, mengecualikan penerapan ambang batas dalam hal 

terdapat bukti pelanggaran terhadap prinsip Pemilihan yang demokratis, 

berintegritas, dan berkeadilan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur 

dan adil. 

Oleh karena itu, disarankan kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-

undang maupun Presiden yang memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang 

berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melakukan perubahan Pasal 

158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan menambahkan norma baru yang mengatur 

pengecualian atau pengkhususan penerapan syarat formil peserta Pemilihan yang 

mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada.  
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ABSTRACT 

 

 

This research is motivated by the provisions of Article 158 of Law Number 10 

of 2016 which contains a threshold of 0.5% - 2% difference in votes as a condition 

for Regional Head Election Participants who will submit an application for 

cancellation of regional head election results to the Constitutional Court. This study 

aims: (1) to analyze and find the legal reason for the limitation of requests for 

cancellation of regional head election results in Article 158 of Law Number 10 of 

2016. (2) to analyze and find the concept of limiting request for cancellation of 

regional head election results in the perspective of justice. 

The legal reason of restrictions on applications for cancellation of regional 

head election results in Article 158 of Law Number 10 of 2016 is: 1) to limit 

application to the Constitutional Court and to ensure that the cases submitted have 

significance with the electability of regional head candidates. 2) constitutes an open 

legal policy forming the Act. In reality, the threshold norm for the difference in 

votes is not in line with the principles of protecting human rights as mandated in 

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 

legal protection and legal certainty, as well as threats to the principles of free and 

fair and democratic elections. 

As an effort to realize justice, the application of these restrictions must be 

excluded under certain conditions, namely if the implementation of regional head 

elections is not in accordance with the principles and mechanisms specified in the 

legislation. 

 

Keywords: Restrictions, Cases, Regional Head Elections, Justice 
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